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ABSTRAK

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang
bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Namun, dalam praktiknya,
penyelenggaraan pemilu sering kali menghadapi berbagai tantangan, salah satunya
adalah sengketa hasil pemilu yang berdampak pada stabilitas politik dan legitimasi
pemerintahan. Sengketa hasil pemilu (PHPU) menjadi isu krusial yang diatur dalam
sistem peradilan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang
memiliki kewenangan dalam penyelesaiannya. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis penerapan paradigma hukum oleh hakim Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan No. 2 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-XXII
Tahun 2024 dalam penyelesaian sengketa pemilu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian
deskriptif-analisis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis
normatif, pendekatan filosofis, serta konseptual dan kasus. Sumber bahan hukum
penelitian ini terdiri dari sumber hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945,
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-
XXI1 Tahun 2024. Sumber hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku teks
penunjang ahli hukum, jurnal hukum, skripsi, dan tesis. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 2
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-XXIl Tahun 2024 menunjukkan
kecenderungan kuat terhadap penerapan paradigma positivisme hukum. Namun,
pendekatan ini menuai kritik, khususnya dari dissenting opinion para hakim yang
menggarisbawahi pentingnya keadilan substantif dan responsivitas terhadap
kondisi sosial politik bangsa. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan
agar Mahkamah Konstitusi lebih mengakomodasi prinsip keadilan substantif dalam
setiap putusan terkait sengketa hasil pemilu, dengan mempertimbangkan aspek
moral, etis, serta kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Sengketa Hasil Pemilu, Demokrasi



ABSTRACT

General elections (Pemilu) are a fundamental pillar of the democratic system,
aimed at realizing the sovereignty of the people. However, in practice, the
implementation of elections often encounters various challenges, one of which is
electoral result disputes that affect political stability and the legitimacy of
government. Disputes over election results (PHPU) have become a critical issue
governed within the judicial system through the Constitutional Court (Mahkamah
Konstitusi), which holds the authority to resolve such conflicts. Therefore, this
research aims to analyze the application of legal paradigms by the judges of the
Constitutional Court in Decision No. 2 on the 2024 Presidential Election Dispute
(PHPU President-XXII) in resolving electoral disputes.

This study employs normative legal research with a descriptive-analytical nature.
The research approach includes normative juridical analysis, as well as
philosophical, conceptual, and case-based approaches. The legal sources used in
this study consist of primary legal materials, such as the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia, Law No. 48 of 2009 on Judicial Power, and Constitutional
Court Decision No. 2 of the 2024 Presidential Election Dispute. Secondary legal
materials include legal textbooks, law journals, undergraduate theses, and
graduate theses. Data collection was conducted through library research.

The research findings indicate that the Constitutional Court, in Decision No. 2 of
the 2024 Presidential Election Dispute, demonstrates a strong tendency toward the
application of legal positivism. However, this approach has drawn criticism,
particularly from the dissenting opinions of judges who emphasize the importance
of substantive justice and responsiveness to the nation’s socio-political conditions.
Therefore, this study recommends that the Constitutional Court more substantially
accommodate principles of substantive justice in every decision regarding electoral
disputes, by taking into account moral, ethical, and public welfare considerations.

Keyword : Constitutional Court, Election Dispute, Democracy
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MOTTO

“Hidup bukan tentang apa yang kamu inginkan,
tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki”

( KH. Baha’uddin Nur Salim)
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi
yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana
tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa "Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."
Pemilu memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi secara langsung
dalam menentukan pemimpin dan wakil mereka di lembaga legislatif,
eksekutif, maupun pemerintahan daerah.*

Dalam kerangka hukum konstitusi, Pasal 22E UUD 1945 mengatur
secara eksplisit tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia. Pasal 22E ayat (1)
menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) setiap lima tahun sekali.? Pemilu
memiliki peran strategis dalam memastikan terselenggaranya pemerintahan
yang demokratis, akuntabel, dan berlandaskan prinsip hukum.

Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan pemilu sering kali

menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah sengketa hasil pemilu

1 Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 1 ayat 2.
2 Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 22E ayat 1.



yang berdampak pada stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan.
Sengketa hasil pemilu (PHPU) menjadi isu krusial yang diatur dalam sistem
peradilan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang
memiliki kewenangan dalam penyelesaiannya.®

Sengketa PHPU dapat terjadi akibat dugaan kecurangan,
pelanggaran prosedur, atau perbedaan interpretasi terhadap aturan hukum
yang mengatur jalannya pemilu. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ini
memiliki dampak signifikan terhadap legitimasi pemerintahan yang terpilih
dan stabilitas politik secara keseluruhan.* MK sebagai lembaga peradilan
konstitusi tertinggi memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan
memutuskan sengketa hasil pemilu, menjadikannya aktor utama dalam
menjaga keadilan dan integritas proses pemilu.

Proses penyelesaian sengketa di MK melibatkan berbagai tahap,
mulai dari pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa dirugikan,
pemeriksaan kelengkapan dokumen, sidang pemeriksaan perkara, hingga
pengambilan putusan akhir yang bersifat mengikat.®> Setiap tahap diatur
secara ketat dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan
bahwa sengketa diselesaikan secara adil, transparan, dan akuntabel.
Sengketa hasil pemilu sering kali tidak hanya menyentuh aspek hukum,

tetapi juga mencakup dimensi politik dan sosial. Oleh karena itu, putusan

3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

4Jimly Asshiddigie, "Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia," Jakarta: Sinar Grafika,
2020, him. 120.

5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 473.



MK tidak hanya didasarkan pada fakta dan bukti yang ada, tetapi juga
mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas politik serta
kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Pada kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres 2024,
pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar
Pranowo-Mahfud MD, mendaftarkan permohonan Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Pilpres ke MK. Mereka merasa dirugikan oleh hasil
pemilu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan
mengklaim adanya pelanggaran dalam proses pemilihan yang
mempengaruhi hasil tersebut.® Selain itu, terdapat permasalahan lain terkait
KPU, khususnya penggunaan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 yang
belum direvisi. Peraturan ini masih menetapkan batas usia minimal calon
presiden dan wakil presiden sebesar 40 tahun, meskipun Putusan MK No.
90/PUU-XX1/2023 telah mengubah ketentuan tersebut.”

Dalam perkembangan sengketa ini, terdapat dissenting opinion dari
tiga hakim MK, yaitu Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat,
dalam Putusan Nomor 2 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-
XXII tahun 2024.% Hal ini menjadi dissenting opinion pertama dalam
sejarah putusan sengketa hasil Pilpres sejak MK didirikan. Paradigma

keadilan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan

® Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-
XXI1 Tahun 2024.

7 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/Pengujian Undang Undang-XXI Tahun 2023.

8 Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PHPU.PRES-XXI11/2024.



sengketa pemilu harus senantiasa dikaji agar tetap relevan dengan dinamika
masyarakat yang terus berkembang. Penyelesaian sengketa pemilu perlu
diarahkan pada pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga
mencerminkan hukum yang responsif dan komprehensif agar dapat menjaga
keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat.®

Dalam kaitannya dengan prosedur hukum acara, penting pula
disampaikan bahwa proses penyelesaian PHPU Pilpres di Mahkamah
Konstitusi mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun
2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden. Peraturan ini menjadi dasar hukum
yang mengatur teknis penyelesaian sengketa Pilpres, mulai dari
pendaftaran, pemeriksaan persidangan, hingga pengucapan putusan, serta
memberikan jaminan bahwa proses berjalan secara cepat, sederhana, dan
tetap menjunjung tinggi asas keadilan.*

Pemilihan Putusan Nomor 2/PHPU-Pres-XX11/2024 sebagai objek
kajian dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan penting.
Pertama, permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 03
(Ganjar Pranowo-Mahfud MD) mengandung kompleksitas permasalahan
hukum yang tidak hanya mencakup sengketa hasil suara, tetapi juga
menyentuh aspek normatif terkait pelaksanaan Peraturan KPU dan

implikasi dari Putusan MK sebelumnya (No. 90/PUU-XX1/2023) mengenai

® Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum di Indonesia," Jakarta: Rajawali Press, 2018, him. 95.
10 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.



batas usia capres-cawapres. Kedua, putusan ini menjadi sangat menarik
karena untuk pertama kalinya dalam sejarah sengketa Pilpres di Mahkamah
Konstitusi muncul dissenting opinion dari tiga hakim konstitusi. Hal ini
menunjukkan adanya perbedaan tajam dalam paradigma hukum dan
penilaian atas fakta serta norma yang digunakan dalam penyelesaian
sengketa. Ketiga, kajian terhadap Putusan Nomor 2 memberikan ruang
analisis yang lebih luas mengenai sejauh mana Mahkamah Konstitusi
menerapkan pendekatan hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga
memperhatikan aspek keadilan substantif dan dinamika sosial-politik dalam
masyarakat. Sementara itu, Putusan Nomor 1 yang diajukan oleh pasangan
Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dinilai lebih fokus pada aspek
teknis dan prosedural, serta tidak memunculkan dissenting opinion yang
signifikan dari para hakim.

Secara hukum, mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu
diatur dalam Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilu.!* Ketentuan ini mendefinisikan PHPU sebagai perbedaan
antara KPU dan peserta pemilu terkait penetapan hasil perolehan suara
secara nasional. Peserta pemilu dalam konteks ini mencakup partai politik
dalam pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, serta DPRD
Kabupaten/Kota (Pileg), calon independen dalam pemilihan anggota DPD,
serta pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai

politik atau gabungan partai politik dalam Pilpres.

11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 473 Ayat (1).



Sebagai lembaga yang memiliki mandat melindungi hak-hak
konstitusional warga negara, MK bertanggung jawab menginterpretasikan
konstitusi, khususnya dalam konteks pemilu yang kompleks dan sering kali
dipengaruhi oleh berbagai faktor. MK memastikan bahwa pemilu berjalan
sesuai dengan prinsip LUBER dan JURDIL sebagaimana dijamin dalam
hukum positif.> Dalam kerangka ini, menjadi penting untuk menilai apakah
mekanisme pembuktian dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu di MK
benar-benar mampu menjamin pelaksanaan pemilu yang adil, atau justru
masih memiliki celah yang perlu diperbaiki.

Oleh karena itu, paradigma hukum dalam penyelesaian sengketa
pemilu yang berlandaskan pada perspektif hakim, khususnya dalam putusan
MK Nomor 2 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-XXII tahun
2024, sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih adil
dan responsif. Dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perubahan
sosial, politik, dan hukum, diharapkan kepercayaan publik terhadap
integritas demokrasi dapat terus terjaga.

Paradigma sendiri merupakan kerangka berpikir atau cara pandang
yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena tertentu.
Dalam konteks hukum, paradigma mencerminkan cara hakim, akademisi,
maupun pembuat undang-undang dalam menafsirkan, mengembangkan,
dan menerapkan hukum dalam masyarakat. Paradigma hukum dapat

bersifat legalistik-formal, pragmatis, atau bahkan responsif tergantung pada

12 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 22E ayat 5.



pendekatan dan nilai-nilai yang mendasarinya.

Sejalan dengan itu, teori aliran hukum (legal schools of thought)
juga menjadi landasan penting dalam memahami arah pemikiran hukum
hakim konstitusi. Beberapa aliran hukum yang umum digunakan antara lain
positivisme hukum, yang berfokus pada kepastian hukum berdasarkan
aturan tertulis; realisme hukum, yang menekankan pada peran hakim dan
fakta sosial dalam pembentukan hukum; serta aliran hukum progresif atau
responsif yang berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan
keadilan masyarakat. Pemahaman terhadap paradigma dan teori hukum ini
menjadi penting dalam menganalisis Putusan Nomor 2/PHPU-Pres-
XXI11/2024 yang mengandung perbedaan tajam antara hakim mayoritas dan

dissenting opinion.

. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan paradigma hukum oleh Hakim Mahkamah
Konstitusi dalam Putusan Nomor 2 Perselisinan Hasil Pemilihan
Umum Presiden-XXIl Tahun 2024 dalam penyelesaian sengketa
pemilu?

2. Bagaimana Penerapan Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan
rekontruksi hukum dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu

ditinjau dari Maslahah Mursalah?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk menganalisis penerapan paradigma hukum oleh hakim
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 2 Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum.Press-XXIl Tahun 2024 dalam penyelesaian
sengketa pemilu.

b. Untuk mengidentifikasi dan memahami tantangan yang dihadapi
Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan keadilan substantif dalam
penyelesaian sengketa pemilu.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian
hukum mengenai paradigma penyelesaian sengketa pemilu,
khususnya yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 2 PHPU.Press-XXII Tahun 2024.

b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini juga berguna bagi partai politik, calon legislatif, dan
masyarakat luas dalam memahami proses hukum dan keadilan yang

diterapkan dalam sengketa pemilu.

D. Telaah Pustaka

Penulusuran literatur yang didapatkan oleh penulis terkait dengan tema

“Paradigma Hukum dalam Putusan No. 2 Perselisihan Hasil Pemilu PRESS-



Tahun 2024 ditinjau dari Maslahah Mursalah” terdapat beberapa hasil
penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema diantaranya :

Pertama, adalah beberapa kajian penting dalam hal ini antara lain
dari Effendi yang mebahas mekanisme dan tantangan dalam penyelesaian
sengketa pemilu di Indonesia. Penyelesaian sengketa pemilu merupakan
bagian penting dari proses demokrasi yang bertujuan untuk menjaga
keadilan dan integritas hasil pemilu. Sengketa pemilu dapat mencakup
berbagai bentuk ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, termasuk
pelanggaran prosedur, manipulasi suara, dan pelanggaran hak pilih.
Mekanisme penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia diatur oleh beberapa
regulasi, terutama Undang-Undang Pemilu dan peraturan yang diterapkan
oleh Mahkamah Konstitusi (MK).'* Secara umum dalam penelitian
sebelumnya terdapat perbedaan penelitian penulis yakni pada penelitian
sebelumnya lebih fokus membahas mekanisme dan tantangan dalam
penyelesaian sengketa pemilu sedangkan pada penelitian ini penulis leih
fokus pada paradigma hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah

konstitusi.

Kedua, adalah Jurnal yang ditulis Siregar yang menyoroti bahwa
hakim MK harus mampu menyeimbangkan antara legalitas dan keadilan

pada putusannya.** Penelitian sebelumnya dapat digunakan penulis untuk

13 Effendi, D, "Sengketa Hasil Pemilu: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi". Jurnal
Hukum dan Konstitusi, VVol. 11:2, 2023, him. 145-167.

14 Siregar, H, "Hakim Konstitusi dan Paradigma Hukum dalam Penyelesaian Sengketa
Pemilu". Jurnal Demokrasi Indonesia, Vol. 15:1, (2024), him. 112-130.
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lebih mengkaji paradigma hukum apa yang digunakan oleh Hakim
Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa PHPU.

Ketiga, Kusnadi dalam jurnalnya bahwa paradigma hukum yang
diadopsi dalam peyelesaian sengketa Pemilu berperan penting dalam
menentukan kualitas dan keadilan hasil keputusan. Dalam konteks
Makamah Konstitusi, terdapat dua pendekatan utama yang sering
digunakan, yaitu pendekatan legal- formal dan keadilan subtantif.!®
Penelitian sebelumnya dapat membantu penulis karena terdapat persamaan
yaitu pada penelitian ini lebih fokus pada pentingnya paradigma hukum
yang digunakan oleh Hakim Mahkamah Kontitusi.

Keempat, Parsetyo dalam Artikelnya mengenai rekontruksi
paradigma hukum di Indonesia menyoroti bahwa sistem hukum yang ada
harus disesuikan dengan dinamika sosial-politik yang terus berkembang.
Rekontruksi paradigma hukum dalam penyelesaian sengketa pemilu
dianggap penting untuk memastikan bahwa proses penyelasaian sengketa
tersebut tidak hanya sah secara hukm tetapi juga adil secara sosial.'® Utami
juga menegaskan pada jurnalnya juga menyebutkan bahwa putusan
Mahkamh Konstitusi terkait sengketa pemilu juga perlu dikaji secara kritis
untuk memastikan bahwa paradigma yang diadopsi dapat menghadapi

tantangan baru dalam proses demokrasi.l’ Pada peneliian sebelumnya

15 Kusnadi, I, "Perspektif Yuridis dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu di Mahkamah
Konstitusi®. Jurnal Konstitusi, VVol. 14:3, (2021), him. 256-279.

16 Prasetyo, B, "Meninjau Kembali Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia:
Rekonstruksi Paradigma Hukum®. Jurnal llmu Hukum, Vol. 18:4, 2023, him. 321-345.

17 Utami, S, "Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilu: Sebuah Kajian
Kritis". Jurnal Hukum dan Demokrasi, Vol. 19:2, 2024, him. 221-245.
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penulis lebih berfokus pada sistem hukum yang telah ada harus disesuaikan
dengan dinamika sosial yang terus berkembang, dapat juga membantu pada
penelitian penulis saat ini agar mengetahui paradigma hukum yang
digunakan para hakim dipastikan melahirkan keadilan dan dapat
menghadapi tantangan dalam proses demokrasi.

Kelima, Zainuddin dalam jurnalmya ia menyoroti bagaimana pada
Putusan MK No. 2 PHPU.Press-XXI1 Tahun 2024me menjadi kasus penting
dalam penyelesaian sengeketa pemilu di Indonesia para hakim
menggunakan pendekatan subtantif dalam upaya menciptakan keadilan bagi
semua pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, Zainuddin menekankan
pentingnya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan
subtantif dalam setiap putusan yang dikeluarkan MK.* Dalam penelitian
sebelumnya dapat mengkaji lebih lanjut dan memastikan setiap putusan
yang dikeluarkan melahirkan keseimbangan antara kepastian hukum dan
keadilan subtantif.

Dari beberapa literatur yang telah dipaparkan di atas, dapat ditemukan
beberapa tema yang cocok dan signifikan untuk mendukung penelitian skripsi
ini. Meskipun diantaranya masih banyak yang mengkaji mengenai Rekontruksi
Penyelesaian Sengketa Pemilu Berdasarkan Paradigma Hkim dalam Putusan
MK No. 2 PHPU.Press-XXIl Tahun 2024. Serta pembahasan pembahasan

tersebut masih terlalu umum.

18 Zainuddin, A, "Paradigma Keadilan dalam Putusan MK: Studi Kasus PHPU Tahun
2024". Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 21:1, (2023), him. 101-129.
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E. Kerangka Teoritik
1. Teori Aliran Hukum
Merupakan pendekatan filosofis yang berfungsi sebagai landasan dalam

memahami dan menganalisis hukum. Teori ini berkembang dari
beragam pandangan dan nilai-nilai yang berbeda di setiap periode
sejarah pemikiran hukum. Secara umum, teori aliran hukum dapat
diklasifikasikan menjadi beberapa kategori utama sebagai berikut:
a. Aliran Positivisme Sosiologis
Menurut Jhon Austin (1790-1859), seorang pelopor aliran
positivisme sosiologis, hukum dipandang sebagai perintah yang
berasal dari penguasa negara. John Austin memandang hukum
sebagai perintah dari penguasa yang harus ditaati. Hukum bersifat
mengikat tanpa mempertimbangkan keadilan substansial. Dalam
konteks Putusan MK No. 2/PHPU.Press-XXI11/2024, pendekatan
positivisme sosiologis dapat dilihat dalam argumentasi mayoritas
hakim yang tetap mengakui keabsahan hasil pemilu sesuai dengan
prosedur formal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan
Umum (KPU), meskipun terdapat gugatan terhadap aspek etis dan
keadilan hasil pemilu tersebut. Inti dari hukum terletak pada unsur
"perintah” tersebut. Hukum bersifat mengikat, baik dalam bentuk

perintah yang adil maupun yang kurang bijaksana.®

1 Tanya, Bernard L, Yoan Nursari Simanjuntak, and Markus Y.Hage. Teori Hukum
Strategi Tertib Manusia Linta Batas Ruang dan Generasi” Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan
5, 2019, him. 2.
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b. Aliran Positivisme Yuridis
Hans Kelsen (1881-1973) berpendapat bahwa hukum harus terlepas
dari unsur-unsur non-yuridis seperti aspek sosiologis, politis,
historis, dan etis. Gagasan ini kemudian dikenal sebagai Teori
Hukum Murni (Reine Rechtslehre). Menurut Kelsen, hukum
merupakan kategori normatif (Sollen Kategorie) yang berfungsi
sebagai keharusan dalam mengatur perilaku manusia sebagai
makhluk rasional. Hans Kelsen dalam Teori Hukum Murni
menyatakan bahwa hukum adalah sistem norma yang harus
dianalisis terlepas dari faktor non-yuridis. Relevansinya terlihat
ketika Mahkamah Konstitusi berpegang teguh pada norma positif
dan batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UUD 1945.
Dalam putusan mayoritas, MK menolak untuk memperluas tafsir
terhadap dalil pelanggaran etik atau moral, karena dianggap di luar
ranah hukum formil yang menjadi kewenangan MK.?
c. Utilitarianisme

Utilitarianisme  merupakan suatu aliran yang menempatkan
kemanfaatan sebagai tujuan utama dalam hukum. Kemanfaatan ini
diinterpretasikan sebagai kebahagiaan (happiness). Menurut Jeremy

Bentham, hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi

20 Hans Kelsen, “Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif”, Bandung PT.
Rineke Cipta, Cetakan 6, 2008, him. 16.
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masyarakat. Dalam dissenting opinion (pendapat berbeda) oleh tiga
hakim konstitusi (Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief
Hidayat), tampak nuansa utilitarianisme, yaitu bahwa putusan MK
seharusnya memperhitungkan dampaknya terhadap keadilan
pemilu, kepercayaan publik, dan stabilitas politik secara
keseluruhan. Mereka berpendapat bahwa ketidaknetralan proses,
walau sulit dibuktikan secara matematis, tetap harus menjadi
pertimbangan karena berpengaruh pada legitimasi hasil pemilu.
d. Mahzab Sejarah

Aliran ini muncul sejalan dengan pertumbuhan gerakan
nasionalisme di Eropa. Jika sebelumnya para ahli hukum lebih
menitikberatkan kajian pada individu, penganut mazhab sejarah
mulai berfokus pada aspek kebangsaan, terutama terkait jiwa suatu
bangsa (volksgeist). Mazhab ini memandang hukum sebagai hasil
perkembangan historis dan ekspresi jiwa bangsa (volksgeist). Dalam
konteks Indonesia, hukum pemilu berkembang seiring dinamika
politik dan tuntutan reformasi. Dissenting opinion dalam putusan
MK No. 2/2024 mencerminkan kehendak untuk membangun tradisi
konstitusional yang lebih adil dan akuntabel seiring dengan

semangat reformasi dan cita hukum nasional .

2l Tanya, Bernard L, Yoan Nursari Simanjuntak, and Markus Y.Hage. “Teori Hukum
Strategi Tertib Manusia Linta Batas Ruang dan Generasi” Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan
5, 2019, him. 94.
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e. Sosiogical Jurisprudence
Hukum yang ideal adalah hukum yang sejalan dengan nilai-nilai
yang berkembang dalam masyarakat. Aliran ini secara tegas
membedakan antara hukum positif (the positive law) dan hukum
yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (the living law). Eugen
Ehrlich dan Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum harus
mencerminkan kehidupan sosial dan kebutuhan masyarakat. Ini
sangat relevan dalam konteks putusan MK, khususnya dissenting
opinion yang mempertimbangkan dampak sosial dan politik dari
berbagai pelanggaran prosedural dan etis dalam pemilu. Para hakim
dalam dissenting opinion menekankan bahwa hukum tidak semata-
mata soal prosedur, tapi juga soal kepercayaan publik terhadap
proses demokrasi.??
f. Legal Realism

Menurut penganut aliran realisme hukum, hukum merupakan
produk dari kekuatan sosial dan berfungsi sebagai instrumen
pengendalian sosial. Aliran ini menekankan bahwa hukum pada
dasarnya adalah cerminan kekuatan sosial yang berlaku, termasuk
faktor emosional, politik, ekonomi, dan budaya. Legal realism
relevan dalam mengkaji bagaimana putusan MK dipengaruhi oleh

dinamika politik kekuasaan, ekspektasi masyarakat, serta

22 Ali, Mahrus. "Pemetaan Tesis Dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum Dan Konsekuensi
Metodologisnya." Jurnal Hukum lus Quia lustum,Vol 24:2, 2017, him.225.
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interpretasi individual para hakim. Perbedaan tajam antara pendapat

mayoritas dan dissenting opinion menunjukkan adanya perbedaan

paradigma hukum—apakah harus mengikuti prosedur formalistik,

atau mempertimbangkan realitas sosial-politik yang terjadi dalam

pemilu.?®

2. Teori Maslahah Mursalah

Prinsip Maslahah Mursalah merupakan konsep penting dalam hukum
Islam yang berfokus pada upaya mewujudkan kemaslahatan atau
kebaikan bagi umat manusia. Meskipun tidak terdapat dalil eksplisit
dalam Al-Qur'an atau Hadits yang secara langsung mengatur
penerapannya, Maslahah Mursalah digunakan sebagai dasar dalam
merumuskan solusi hukum yang memberikan manfaat bagi masyarakat
luas. Dalam penyelesaian sengketa Pemilu, terutama pada Putusan MK
No. 2 PHPU.Press-XXIl Tahun 2024, penerapan prinsip ini
memungkinkan hakim mempertimbangkan aspek keadilan substantif,
sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berlandaskan hukum
formal, tetapi juga memperhatikan kemaslahatan masyarakat secara
keseluruhan.?*

Penerapan Maslahah Mursalah dalam sengketa Pemilu di
Mahkamah Konstitusi harus memenuhi beberapa syarat. Pertama,

keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar

2 [ Ketut Wirawan, “Pengantar Filsafat Hukum”, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas
Udayana, 2016, him. 33

2 Ridwan, M, “Analisis Putusan MK No. 2 PHPU.Press-XXI: Paradigma dan
Implikasinya, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024.
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hukum Islam maupun prinsip demokrasi. Kemaslahatan yang hendak
dicapai harus bersifat umum, memberikan manfaat nyata bagi
masyarakat, dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak yang
terlibat dalam sengketa. Kedua, putusan yang dihasilkan harus
mencerminkan transparansi dan akuntabilitas yang dapat diterima oleh
semua pihak. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap
lembaga peradilan, terutama dalam proses yang krusial seperti Pemilu.
Dengan menerapkan prinsip Maslahah Mursalah, hakim Mahkamah
Konstitusi dapat memberikan putusan yang tidak hanya sesuai dengan
hukum formal, tetapi juga mampu menyelesaikan sengketa secara lebih
adil dan komprehensif.?

Maslahah Mursalah menjadi semakin penting karena kompleksitas
sengketa Pemilu yang melibatkan banyak kepentingan politik dan
sosial. Pengadilan dihadapkan pada situasi di mana aturan hukum
tertulis tidak cukup memberikan panduan yang jelas untuk
menyelesaikan sengketa secara adil. Oleh karena itu, penerapan
Maslahah Mursalah membantu hakim dalam mengambil keputusan
yang lebih fleksibel dan adaptif, sehingga putusan yang diambil dapat
mencerminkan keadilan substantif dan memenuhi ekspektasi publik

akan keadilan demokratis.2®

% Siregar H, “Hakim Konstitusi dan Paradigma Hukum dalam Penyelesaian Sengketa
Pemilu”. Jurnal Demokrasi Indonesia, Vol. 15:1, 2021, him. 112-130.

% Zainuddin, A, “Paradigma Keadilan dalam Putusan MK: Studi Kasus PHPU Tahun
2024 . Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 21:1, 2024, him.101-129.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penulis dalam Menyusun penelitian ini menggunakan jenis penelitian
hukum normatif. Menurut E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan
penelitian hukum ialah penelitian yang menjadikan norma positif
sebagai objek kajian. Selain itu penelitian hukum normatif disebut juga
sebagai  penelitian  hukum dogmatik yang mengkaji dan
mengembangkan tatanan hukum positif dengan tatanan logika.
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian deskriptif-analisis digunakan dalam penelitian ini
dengan berfokus pada penjelasan sistematis yang membahas materi atau
faktayang diperoleh saat penelitian, selanjutnya dilakukan pengkajian
data yangtelah diperolen dan melakukan analisa menggunakan teori
yang digunakan.
3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu
menelaah hukum sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-
undangan dan putusan pengadilan, sebagaimana dijelaskan oleh Peter
Mahmud Marzuki bahwa pendekatan ini bertujuan mengkaji asas,
sistematika, dan sinkronisasi hukum. Selain itu, digunakan pendekatan
filosofis untuk memahami nilai keadilan dalam pertimbangan hakim,
pendekatan konseptual untuk menelaah teori-teori hukum dan konsep
Maslahah Mursalah yang relevan, serta pendekatan kasus (case

approach) untuk menganalisis.
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4. Sumber Bahan Hukum Penelitian
a. Sumber Hukum Primer
Sumber hukum primer ialah bahan hukum yang utama dan
mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam
menyusun penelitian ini sebagai berikut:
1. Undang undang Dasar 1945
2. Undang undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan
kehakiman di Indonesia.
3. Putusan MK Nomor 2/PHPU.Press— XXI1/2024
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023
tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
b. Bahan Hukum Sekunder
lalah bahan hukum yang utama dan mempunyai otoritas. Adapun
bahan hukum yang digunakan dalam menyusun penelitian ini
sebagai berikut:
1. Buku buku teks penunjang ahli hukum.
2. Jurnal hukum, Skripsi, dan Tesis’
3. Karya llmiah yang relean dengn penelitian
5. Teknik Pengumpulan
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sekaligus paling
sesuai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research).

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan menggunakan literatur
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(kepustakaan), baik berupa buku, catatan, jurnal, maupun laporan hasil
penelitian terdahulu.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah membutuhkan penulisan secara sistematis, logis,
terarah, dan saling berkaitan maka sistematika pembahasan pada skripsi ini
yang berjudul “Rekontruksi Penyelesaian Sengketa Pemilu Berdasarkan
Paradigma Hakim dalam Putusan MK No. 2 PHPU.Press- XXII Tahun
2024” memiliki sistematika sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN, Bab pertama, merupakan bagian
pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, telaah Pustaka, kerangkat teoretik, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

BAB Il LANDASAN TEORI, Bab ini membahas teori-teori dasar
yang mendukung penelitian, memuat tinjauan teori yang akan digunakan
dalam penelitian ini yakni teori Aliran Hukum dan Maslahah Mursalah.

BAB Il TINJAUAN UMUM, Bab ketiga, memuat paparan
penjelasan tentang Bagaimana Kewenangan Mahkamah Konstitusi
dalam menyelesaikan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini
berisi hasil analisis terhadap putusan MK No. 2 PHPU.Press-
XXII Tahun 2024, termasuk paradigma hukum yang digunakan
oleh hakim, serta implikasi putusan tersebut terhadap sistem

penyelesaian sengketa Pemilu.
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BAB V PENUTUP, Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian
dan rekomendasi untuk memperbaiki sistem penyelesaian sengketa Pemilu,
dengan fokus pada rekonstruksi paradigma hukum yang lebih adaptif dan

berkeadilan.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Dalam Putusan Nomor 2 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden-
XXI1 Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi menunjukkan kecenderungan
kuat terhadap penerapan paradigma positivisme hukum. Hal ini
tercermin dari penekanan Mahkamah pada aspek legal-formal, seperti
pembuktian prosedural, batas waktu pengajuan, dan tata cara pengajuan
permohonan. Pendekatan ini menegaskan bahwa Mahkamah
mengedepankan legalitas sebagai fondasi utama dalam penegakan
hukum pemilu. Namun, pendekatan ini menuai Kritik, khususnya dari
dissenting opinion para hakim yang menggarisbawahi pentingnya
keadilan substantif dan responsivitas terhadap kondisi sosial politik
bangsa. Dissenting opinion tersebut membuka ruang diskusi tentang
pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai  keadilan yang bersifat
substantif, bukan semata-mata prosedural. Hal ini menandakan bahwa
di tengah kepatuhan terhadap aturan, Mahkamah tetap harus
mempertimbangkan dimensi sosial, moral, dan politik dari suatu putusan
untuk menjaga keadilan yang sejati dan memperkuat legitimasi
demokrasi.

2. Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada dilema besar dalam menerapkan
rekonstruksi hukum yang tidak hanya berpijak pada aturan tertulis,

tetapi juga pada kebutuhan masyarakat yang dinamis dan kompleks.

80
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Dalam konteks ini, penerapan prinsip Maslahah Mursalah menjadi
relevan sebagai pendekatan yang mampu menjembatani kekakuan
hukum positif dengan realitas sosial-politik. Maslahah Mursalah
mendorong MK untuk mempertimbangkan aspek kemanfaatan,
keadilan, dan stabilitas negara dalam setiap putusannya, terutama dalam
perkara yang memiliki dampak luas seperti sengketa hasil pemilu
presiden. Dengan mengadopsi pendekatan ini, Mahkamah tidak hanya
menegakkan hukum secara normatif, tetapi juga secara fungsional—
yakni menjaga harmoni sosial, kepercayaan publik, dan keabsahan
pemerintahan. Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi MK bukan
sekadar menerjemahkan aturan ke dalam putusan, melainkan bagaimana
putusan tersebut mampu menjawab kebutuhan keadilan masyarakat
luas, menjaga stabilitas politik, dan memperkuat fondasi negara hukum
yang berkeadilan.

B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi sebaiknya lebih mengakomodasi prinsip keadilan
substantif dalam setiap putusan terkait sengketa hasil pemilu, dengan
mempertimbangkan aspek moral, etis, serta kemaslahatan masyarakat
agar keputusan yang diambil tidak hanya bersifat formalistik.

2. Untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu, perlu
adanya reformasi hukum yang memungkinkan rekonstruksi hukum
yang lebih fleksibel, sehingga putusan MK dapat lebih sesuai dengan

kebutuhan masyarakat dan perkembangan demokrasi di Indonesia.
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